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Abstrak

Satu diantara 5 Pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera memiliki besaran jumlah
angkatan kerja terbanyak dengan potensi SDA serta kemampuan pertumbuhan ekonomi
yang baik, namun belum optimal dalam menyerap tenaga kerja dikarenakan adanya
beberapa fenomena yang terjadi, termasuk kebijakan yang belum maksimal dikembangkan
di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat melihat adanya dampak antara
variabel Tingkat Pendidikan (TP), Upah Minimum Regional (UMR), Investasi (INV),
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Unit Usaha (JUU) terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Dalam penelitian terdapat
130 sampel dengan jenis data sekunder yang diambil melalui BPS. Teknik analisis yang
digunakan ialah regresi data panel yang diolah dengan Stata 17 dengan model terbaiknya
adalah FEM dan dikembangkan menggunakan model FGLS dikarenakan adanya
permasalahan asumsi klasik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa TP dan Investasi
berpengaruh signifikan positif terhadap PTK, UMR tidak berpengaruh signifikan dan
negatif terhadap PTK, serta PDRB dan JUU berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
PTK. Adapun secara simultan menunjukkan bahwa TP, UMR, INV, PDRB, dan JUU
berpengaruh signifikan terhadap PTK.

Kata Kunci: Tenaga Kerja; Pendidikan; Upah; Investasi; PDRB; Usaha.
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Abstract

One of the 5 largest islands in Indonesia, namely Sumatra Island, has the largest workforce
with natural resource potential and good economic growth capabilities, but is not yet optimal
in absorbing labor due to several phenomena that occur, including policies that have not
been optimally developed in Indonesia. The aim of this research is to see the impact of the
variables Educational Level (TP), Regional Minimum Wage (UMR), Investment (INV), Gross
Regional Domestic Product (GRDP), and Number of Business Units (JUU) on Labor
Absorption (PTK) in 10 Provinces of Sumatra Island. In the research there were 130 samples
with secondary data types taken through BPS. The analysis technique used is panel data
regression processed with Stata 17 with the best model being FEM and developed using the
FGLS model due to classical assumption problems. The research results explain that TP and
Investment have a significant positive effect on PTK, UMR does not have a significant and
negative effect on PTK, and GRDP and JUU have a significant and negative effect on PTK.
Simultaneously, it shows that TP, UMR, INV, GRDP, and JUU have a significant effect on
PTK.
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1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru
yang memiliki prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk mendorong transisi menuju
pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan
keselarasan bagi seluruh masyarakat, serta pentingnya berkolaborasi bersama semua pemangku
kepentingan pembangunan. Prinsip inklusif dalam SDGs menyakinkan tidak adanya individu
yang terlewati pada pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki salah satu goals-nya terkait
menciptakan kesempatan kerja yang layak. Hal tersebut termuat pada SDGs poin ke-8 yang
memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan
kerja produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat (Alisjahbana &
Murniningtyas, 2018).

Pekerjaan yang layak untuk semua ialah upaya ILO dan organisasi nasional dalam
mengurangi kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah. Oleh sebab untuk mendapati
pekerjaan layak, pemerintah Indonesia harus menemukan solusi atas masalah ketenagakerjaan
yang cukup besar dan multidimensional dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak
sehingga terserapnya tenaga kerja (Santoso & Usman, 2020).

Indonesia sedang mengalami bonus demografi karena termasuk negara yang memiliki
modal manusia dalam usia Kkerja terbesar di Indonesia. Selain itu, instabilitas angka
pengangguran dari tahun ke tahun masih masih sangat tinggi sehingga membuktikan belum
terciptanya kesempatan kerja yang layak dan menyeluruh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),
pada Agustus 2022, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi dengan nilai 5.86 %
artinya 8.42 juta jiwa penduduk tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.
Adanya pengangguran terjadi karena banyak dari angkatan kerja tidak terserap lapangan kerja
tersedia. PTK sering di ukur dengan ukuran jumlah tenaga kerja bekerja atau Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ialah komparasi antara angkatan kerja bekerja dengan jumlah
penduduk usia kerja dalam persentase.

Gambar 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Berdasarkan grafik diatas, PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera mengalami fluktuasi,
dimana tingkat PTK tertinggi berada pada tahun 2016 terletak di Provinsi Bengkulu sebesar
78.83%, serta terendah berada pada tahun 2012 terletak di Provinsi Aceh sebesar 60.97% tahun
2020. Persentase PTK ini terhitung atas dasar TPAK. Di tahun 2010-2014, rata-rata PTK di 10
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Provinsi Pulau Sumatera ini mengalami penurunan. Keadaan tersebut menunjukkan hanya
sedikit jumlah tenaga kerja yang terserap. Rendahnya PTK ini disebabkan adanya
perkembangan penduduk lebih banyak dan membuat pasar bergerak dari sudut permintaan
melalui multiplier effect karena permintaan agregat yang melonjak. Begitupula yang terjadi pada
tahun 2017 dan 2019 yang mengalami penurunan. Fenomena di tahun 2017-2019 ini disebabkan
karena pengurangan investasi pada beberapa sektor kunci di provinsi Sumatera, seperti
penurunan investasi PMA di Sumatera Utara yang disebabkan oleh dampak krisis global dan
perang dagang antara Amerika Serikat dan China sehingga memberikan dampaknya pada PTK
yang turun. Sedangkan, keadaan kenaikan PTK di beberapa tahun menandakan lebih banyak
orang yang masuk ke dalam angkatan kerja dan memiliki peluang besar dalam mendapatkan
pekerjaan.

Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki potensi SDA melimpah dan dapat
dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan. Potensi tersebut dapat menekan angka
pengangguran dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun, keadaan PTK saat ini belum
maksimal dikarenakan minim tata kelola SDA dan SDM vyang berkualitas rendah, dimana
pendidikan di beberapa Provinsi Pulau Sumatera masih menghadapi ketimpangan. Berdasarkan
laporan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, belum meratanya pembangunan
infrastruktur di Pulau Sumatera juga menjadi alasan PTK ini masih memiliki celah besar.
Dimana pada kawasan industri belum didukung dengan akses jalan, sumber daya air, dan
keciptakaryaan sehingga PTK menjadi lebih sulit terlihat dari biaya transportasi, produktivitas
tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja. Keadaan tenaga kerja di Pulau Sumatera ini juga
masih dipenuhi dengan banyaknya tenaga kerja dengan lulusan SD dan SMP, diartikan
banyaknya tenaga kerja memiliki pendidikan di bawah rata-rata kebijakan pemerintah untuk
wajib sekolah 12 tahun. Adapun tantangan perekonomian yang terjadi, salah satunya Provinsi
Aceh yang maraknya kegiatan eksploitasi SDA yang mana diakibatkan adanya kebijakan dan
implementasi yang tidak sesuai daya dukung lingkungan (Pusat Pemrograman Dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur PUPR, 2021).

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU Cipta Kerja, secara substansi telah
banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasinya yang mempermudah mekanisme PHK
dan sistem upah minimum yang diperhitungkan tanpa KHL sedangkan beban kerja bertambah
karena sistem pekerjaan alith daya. Kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan untuk
pengusaha dibandingkan tenaga kerja seperti mempermudah perizinan usaha dan investasi,
namun hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang belum terintegrasi dengan baik,
keterbatasan teknologi, dan tenaga kerja SDM yang rendah.

Gambar 2. Tingkat Pendidikan (Jiwa) di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Berdasarkan gambar diatas, TP menunjukkan tren yang meningkat tetapi PTK terjadi
fluktuatif dan terdapat ketidaksesuaian antara teori human capital, serta Pulau Sumatera ini juga
masih dipenuhi dengan banyaknya tenaga kerja dengan lulusan SD dan SMP, diartikan
banyaknya tenaga kerja memiliki pendidikan di bawah rata-rata kebijakan pemerintah untuk
wajib sekolah 12 tahun. TP tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 dengan
jumlah 5,337,720 jiwa penduduk angkatan kerja memiliki ijazah tamatan dari SMP s.d
pendidikan tinggi, sedangkan yang terendah berada di Provinsi Bangka Belitung di tahun 2012
dengan jumlah 282,172 jiwa penduduk memiliki ijazah tamatan pendidikan menengah dan
tinggi. Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata jumlah angkatan kerja yang cukup rendah sebanyak
552,638 jiwa penduduk, namun ternyata rata-rata PTK di Provinsi Bengkulu tertinggi yaitu
70.18%.

Gambar 3. Upah Minimum Regional (Rupiah) di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Kemudian, UMR yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seharusnya dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap PTK tetapi malah membuat PTK turun di beberapa
daerah. Hal tersebut dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU Cipta Kerja dengan
sistem upah minimum yang diperhitungkan tanpa KHL sedangkan beban kerja bertambah
karena sistem pekerjaan alih daya. Mengambil salah satu kasus di Provinsi Aceh memiliki rata-
rata UMR yang diterima sebesar Rp 2,229,371 tetapi PTK lebih rendah dengan rata-rata sebesar
63.16% daripada provinsi lainnya. hal tersebut dikarenakan jumlah angkatan kerja di Aceh
rendah akibat sistem pekerjaan alih daya yang membebankan tenaga kerja dan sektor pertanian
yang menjadi andalan bagi masyarakat dalam menampung jumlah tenaga kerja yang relatif besar
di Provinsi Aceh kini semakin kecil karena beralihnya fungsi lahan (Arida et al., 2015).
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Gambar 4. Jumlah Investasi (Miliar Rupiah) di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Berdasarkan gambar diatas, rata-rata investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya,
kecuali tahun 2021 rata-rata investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh fenomena
pandemi. Keadaan investasi yang meningkat tidak searah dengan tingkat PTK yang fluktuatif,
dimana turun pada tahun 2012-2013, 2017, dan 2019. Investasi yang mengalami peningkatan ini
tidak searah dengan tingkat PTK yang fluktuatif dan bertolak belakang dengan teori Keynes dan
UU Cipta Kerja yang mempermudah investor masih belum terintegrasi dengan baik karena
keterbatasan teknologi, dan tenaga kerja SDM yang rendah.

Gambar 5. PRDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Adapun faktor PDRB meningkat secara signifikan tetapi tidak dengan PTK yang
mengalami fluktuasi, dimana hal tersebut menunjukkan kenaikan PDRB belum dapat
meningkatkan terserapnya angkatan kerja yang ada dan bertolak belakang teori milik Keynes.
Jika dilihat melalui sektor, PDRB tertinggi berada di sektor pertanian, hal ini menyebabkan PTK
menumpuk di Pulau Provinsi saja karena adanya tingkat ruralisasi yang cukup tinggi. Artinya,
terjadi perpindahan tenaga kerja hanya di setiap Provinsi Pulau Sumatera saja dari kota ke desa.
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Gambar 5. Jumlah Unit Usaha di 10 Provinsi
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022
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Kemudian, JUU ini mengalami peningkatan tetapi fluktuatif dibeberapa daerah akibat
penurunan harga CPO dan peraturan syarat perizinan usaha yang memakan proses lama padahal
UU Cipta Kerja sendiri diciptakan untuk mempermudah perizinan usaha. Peningkatan JUU
tersebut tidak sertai dengan PTK yang rendah. Pada tahun 2012 dan 2015 terjadi penurunan rata-
rata JUU, dimana di tahun 2012 menjadi sebesar 360,781 unit usaha yang ada dan di tahun 2015
turun hampir 51,060 unit sehingga menjadi 432,098 unit usaha

Adapun peran pemerintah atas kebijakan yang dilakukan belum optimal. Dimana pada
kawasan industri belum didukung dengan akses jalan, sumber daya air, dan keciptakaryaan
sehingga PTK menjadi lebih sulit terlihat dari biaya transportasi, produktivitas tenaga kerja,
keamanan dan keselamatan kerja/ Adapun tantangan perekonomian yang terjadi, salah satunya
Provinsi Aceh yang maraknya kegiatan eksploitasi SDA yang mana diakibatkan adanya
kebijakan dan implementasi yang tidak sesuai daya dukung lingkungan (Pusat Pemrograman
Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, 2021). Masalah PTK di Pulau Sumatera
memiliki dampak yang buruk bagi perekonomian. Mengacuada teori John Maynard Keynes
(1936) dalam (Seran, 2023) yang menjadi dasar penelitian ini bahwa tidak adanya adaptasi
mekanis yang menanggung perekonomian akan menjangkau equilibirum dalam menggunakan
pekerja tingkat penuh. Keynes mengatakan bahwa perekonomian yang baik tercermin tenaga
kerja secara penuh dan tidak adanya pengangguran. Konsep tersebut merupakan salah satu kunci
dalam teori Keynes tentang pengangguran dan ketenagakerjaan sehingga Keynes berpendapat
perlu adanya government intervention dalam menentukan kebijakan. Beberapa faktor penentu
untuk menanggulangi pengangguran sehingga terciptanya terserapnya tenaga kerja dengan
penggunaan tenaga kerja penuh yang dikatakan oleh Keynes dan studi-studi sebelumnya melalui
jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran
pemerintah, permintaan kenaikan upah, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan PDB (Basrowi
etal., 2018).

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat
diperoleh adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, investasi,
produk domestik regional bruto, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di 10
Provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2022.
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2. TINJUAN PUSTAKA

Teori Ketenagakerjaan Keynes

Teori Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh John Maynard Keynes (1883-1946)
dalam (Subri, 2012) menegaskan tentang proses makro ialah suatu perjalanan mencapai
keseimbangan umum dengan tidak adanya mekanisme sistem penyesuaian langsung yang
menjamin perekonomian akan memperoleh keseimbangan menggunakan tenaga kerja secara
penuh dan mengakui adanya fluktuasi siklus bisnis ekonomi. Konsep tujuan tenaga kerja penuh
dalam teori Keynes mencerminkan tujuan ekonomi dimana tenaga kerja digunakan secara penuh
atau mendekati penuh dengan pengangguran yang minimal dan stabilitas makroekonomi. Dalam
situasi ini, maka ekonomi menghadapi pengangguran yang tinggi yang artinya tenaga kerja tidak
terserap sehingga Keynes mengatakan diperlukannya kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah
artinya campur tangan pemerintah dilakukan. Peran pemerintah ini sebagai penentu kebijakan
dalam menyediakan dan mengelola pengeluaran publik di berbagai sektor seperti pendidikan,
infrastruktur, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Peningkatan pengeluaran publik untuk
mendorong permintaan agregat dan memicu pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak
pada penggunaan tenaga kerja penuh yang mendorong perekonomian (Ekawarna & Muslim,
2008). Keynes juga mengatakan untuk memenuhi tenaga kerja dan menekan pengangguran
dilakukan kegiatan investasi yang banyak, contohnya investasi pada mesin dengan begitu akan
dibutuhkan operator sehingga secara langsung atau tidak dapat meningkatkan PTK dan investasi
SDM melalui pendidikan untuk menambah kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. John
Maynard Keynes mengatakan upah minimum memiliki dampak pada pasar tenaga kerja dengan
tujuan pelaksanaannya untuk pekerja agar upah yang terima oleh pekerja transparan dan tidak
dibayar kurang dari yang diseharusnya untuk KHL, serta melindungi daya produktif TK untuk
peningkatan produksi sehingga kenaikan permintaan atas pemakaian barang jasa mampu
meningkatkan permintaan TK dan memberikan peluang pada TK yang tidak pernah bekerja
(Anamathofani, 2019).

Teori Human Capital

Menurut Todaro (1993) dalam (Nurkholis, 2018) mengatakan bahwa human capital di
ukur melalui dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Dimana pendidikan yang tinggi akan
meningkatkan produktivitas dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Sehubungan
dengan meningkatkan produktivitas tanpa adanya kesehatan yang baik dalam tubuh, maka
produktivitas pun tidak akan terlaksana. Indikator pengukuran dalam pendidikan tergabung dua
elemen yaitu Angka Melek Huruf (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Romer
(1999) human capital ialah dasar utama kemajuan ekonomi sebagai pengeluaran manusia untuk
memeperbaiki keadaan. Adapun teori human capital dikemukakan oleh Schultz (1961)
menyatakan bahwa modal manusia ialah salah satu unsur utama dalam meningkatkan
produktivitas ekonomi termasuk dari dampak angkatan kerja terhadap produktivitas. Terdapat
dua cara yaitu manusia sebagai TK berdasarkan jumlah kuantitatifnya artinya produktivitas
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan investasi pendidikan dan
pelatihan yang tidak lagi mengutamakan kuantitas tenaga kerja (Nurkholis, 2018). Menurut
Gary S. Becker (1993) dalam (Adriani, 2019) menyatakan bahwa pelatihan dan pendidikan
merupakan kegiatan yang mempengaruhi produktivitas. Becker menjelaskan manusia bukan saja
menjadi sumber daya tetapi sebagai modal yang memberikan hasil pengembalian dan setiap
pengeluaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas modal yang disebut sebagai investasi.



Jurnal Of Development Economic And Digitalization
Vol. 3, No. 2, 2024, pp. 1-20

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut BPS, terdapat dua kelompok tenaga kerja yaitu angkatan kerja dan non-tenaga
kerja. Angkatan kerja ialah penduduk dengan umur produktif 15-65 tahun yang kerja dan belum
kerja, sedangkan non-tenaga kerja ialah masih sekolah, mengelola rumah tangga, dan tidak
beraktivitas kerja. Menurut Todaro dalam (Lube et al., 2021) PTK ialah penerimaan pelaku
angkatan kerja yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana adanya
tempat kerja yang tersedia sehingga dapat diisi dengan TK yang sedang mencari pekerjaan.
Sedangkan, menurut Kuncoro (2012) PTK ialah warga dengan kesanggupan melakukan
pekerjaan di usia produktif baik itu warga yang sedang menaganggur. PTK sering diukur
menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja bekerja atau TPAK. TPAK ialah sejumlah angkatan
kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja dalam bentuk persentase.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan ialah alat penting yang diperlukan bakal karier. Pendidikan ialah kegiatan
yang mengembangkan kreatifitas, wawasan, dan independensi. Sektor pendidikan diajukan
untuk memaksimalkan daya produktif sehingga menghasilkan perubahan kualitas tenaga kerja
yang lebih baik (Hasmawati et al., 2021). Menurut Becker dalam (Yulistiyono et al., 2021)
dikatakan bahwa kemampuan manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dilihat
melalui bobot pembelajaran TK dari seberapa tinggi pendidikan yang dapat dilampaui.

Upah Minimum Regional

Menurut Keynes dalam (Lokanathan V, 2018), Upah Minimum Regional (UMR) yang
tinggi akan meningkatkan daya beli tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan konsumsi. Situasi yang memperlihatkan kelebihan kapasitas produksi dan
pengangguran, peningkatan pengeluaran melalui kenaikan UMR dapat merangsang permintaan
agregat dan penyerapan tenaga kerja. Adapun Konsep upah subsistensi oleh David Ricardo
(1772-1823) dalam (Lube et al., 2021) upah dipatok atas dasar pengadaan dan lamaran tenaga
kerja. Diasumsikan bahwa jika pendapatan angkatan kerja bertambah diatas perubahan
pangalihan hingga angkatan bekerja akan berkembang pesat.

Investasi

Keynes mengembangkan konsep efek multiplier yang mengatakan bahwa investasi dapat
memicu peningkatan permintaan agregat. Investasi ini tidak merujuk pada pembelian saham atau
obligasi, tetapi pada pengeluaran perusahaan atau realisasi modal untuk pembaharuan fasilitas
atau pembangunan kapasitas produk baru. Dalam meningkatkan permintaan agregat, Keynes
menyatakan diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk mencapai
kondisi tenaga kerja yang penuh karena tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Ketika investasi
meningkat maka akan menyebabkan produksi juga meningkat sehingga berimbas kepada
penyerapan tenaga kerja (Firmansah, 2019). Kemudian, Harrod-Domar melihat investasi sebagai
penyisihan dana untuk keperluan dalam meningkatkan ekonomi sehingga meluaskan produksi,
maupun penambahan untuk pembiayaan yang bersangkutan pada permintaan agregat. Adapun
menurut Gunawan dalam (Wulansari et al., 2021) bahwa investasi ialah penanaman modal
perseroan pada berbagai harta termasuk alat produksi dalam kegiatan ekonomi. Besarnya
investasi modal dapat berdampak pada perekonomian dengan memproduksi lebih banyak barang
dan jasa sehingga merangsang permintaan agregat. Investasi dapat dibedakan menjadi investasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi swasta, dan investasi pemerintah umum.
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Produk Domestik Regional Bruto

Hukum Okun (Okun’s Law) yang dijelaskan oleh Mankiw (2006) dalam (Rahmah &
Juliannisa, 2022) bahwa setiap 1% penurunan pengangguran akan mengakibatkan hubungan
kenaikan mendekati 2% pada PDB Rill. Hal tersebut dikatakan ada hubungan negatif antara
PDB Rill. Menurut Keynes, pertumbuhan ekonomi adalah proses yang di dorong oleh
permintaan agregat yang menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat output dan lapangan
kerja dalam perekonomian sehingga PDRB dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan
ekonomi. Dimana semakin tinggi permintaan agregat akan meningkatkan pula PDRB dan
akhirnya akan menyerap tenaga kerja ke lapangan pekerjaan (Basrowi et al., 2018).

Jumlah Unit Usaha

Menurut Prabaningtyas dalam (Wulansari et al., 2021) secara makro nilai tambah yang
dilakukan industri ini tidak hanya sekedar menunjang peningkatan PDB tetapi juga dalam
meningkatkan kelayakan hidup masyarakat sebagai tempat bekerja. Adapun menurut Dwi dalam
(Chomariah, 2023) usaha ialah tempat yang melahirkan produk dengan tujuan mencapai SDGs.
Kegiatan produksi melibatkan berbagai faktor diantara lainnya tenaga kerja, modal, mesin, dan
teknologi yang bergerak untuk memberikan kontribusi yang besar pada kemajuan ekonomi,
memperluas jaringan yang membuka lapangan kerja, menambahkan penghasilan, serta KHL.
Menurut John M. Keynes mengatakan bahwa industri merupakan sektor yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah memiliki peran serta dengan mengatur pertumbuhan
ekonomi ini melalui peningkatan di sektor industri.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Menurut
(Sugiyono, 2019), dimana dengan pengambilan teknik ini tidak diberikan ruang yang sama pada
setiap bagian populasi itu sendiri yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan
130 sampel observasi yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dikali dengan jumlah
tahun dalam penelitian selama 13 tahun dari 2010-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dan
bersumber dari publikasi oleh pihak BPS. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, hasilnya
menggunakan angka perhitungan yang diolah dan dianalisis berdasarkan prosedur statistik
sehingga menjelaskan fakta dari kejadian dan permasalahan yang diteliti. Data tersebut terdiri
dari penggabungan antara 10 Provinsi Pulau Sumatera dan deret waktu 2010-2022 yang diolah
menggunakan program Software STATA 17. Selain itu, dikumpulkan memalui kepustakaan
yang dipakai guna mengakumulasikan informasi dan data yang berasal dari literatur berupa
buku, jurnal, website.

Teknik Analisis Data

Fixed Effect Model (FEM) menjadi pengujian terbaik diantara uji chow, hausman, dan
langrange multiplier. Namun, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adanya masalah
heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti
melakukan treatment dengan menggunakan uji Feasible Generalized Least Square (FGLS)
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karena metode OLS tidak efisien digunakan. Permasalahan yang terjadi pada asumsi klasik
membuat validitas hasil estimasi diragukan dan memberikan hasil analisa yang salah.
Penggunaan metode FGLS dianggap mampu menghasilkan penduga yang bersifat BLUE.
Menurut Parks (1967) dalam (Reed & Webb, 2011), FGLS ialah metode least square yang
menduga koefisien regresi untuk mengatasi permasalahan saat adanya pelanggaran asumsi

klasik. Penelitian ini menggunakan model FGLS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Pr (Skewness) 0.1895
Prob > chi2 0.3625
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, nilai probabilitas sebesar 0.3625 > alpha 0.05 sehingga data
pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikoliniearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikoleniaritas

, LNTP LNUMR LNINV LNPDRB LNJUU
TP 1.0000

LNUMR 0.1425  1.0000

LNINV ~ 0.5153  0.5740 1.0000

LNPDRB 0.7542  0.2478 0.7260  1.0000

JUU 0.7774 0.2528 0.2853 0.5445 1.0000
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel 2, menggunakan nilai korelasi data dinyatakan telah terbebas dari
masalah multikolinearitas karena setiap variabel nilai korelasinya tidak melebihi 0.9 dari data
yang ditampilkan.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Chi2 (10) 99.31

Prob > chi2 0.00000
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, bahwa (Prob > Chi2) sebesar 0.0000 < 0.05 yang menyatakan
bahwa model regresi masih terkena permasalahan heteroskedastisitas.
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Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Antar Periode Waktu

F(1,9) 3.717
Prob > F 0.0860
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, uji autokorelasi yang terjadi antar periode waktu (time series)
pada individu yang sama atau dikenal dengan serial korelasi atau temporal correlation yaitu
melakukan uji Wooldridge Test dengan melihat nilai (Prob > F) > o 0.05 maka data terbebas dari
masalah autokorelasi. Hasil menunjukkan probabilitasnya sebesar 0.0860 > 0.05 terbebas dari
masalah autokorelasi antar periode waktu.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Antar Cross Section

Pesaran’s test 4,052, Pr=0.0001
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, uji autokorelasi untuk melihat autokorelasi yang terjadi antar
individual atau unit cross section pada periode waktu yang sama dikenal dengan cross sectional
correlation atau cross sectional independence melalui Pesaran Test. Hasil probabilitas sebesar
0.0001 < 0.05 maka dinyatakan terdapat permasalahan autokorelasi.

Uji Hipotesis dan Analisis

Uji Z
Tabel 6. Uji Z

PTK Coef. z P>|z]|
TP 0.00000257 9.17 0.000
LNUMR -0.9559952 -1.56 0.119
LNINV 0.5268423 3.97 0.000
LNPDRB -2.932797 -10.74 0.000
JUU -0.0000134 -3.90 0.002
_Cons 107.6471 12.64 0.000

Sumber: Hasil olah data Stata 17

a. Pengujian terhadap variabel Tingkat Pendidikan (TP)
Berdasarkan hasil regresi di atas, TP mempunyai Zhitung (9.17) > Ztaber (1.96). Nilai

probabilitas yang diperoleh variabel TP sebesar 0.000 < a 0.05. Berarti keputusannya adalah
Hipotesis Ho ditolak dan H; diterima atau dengan kata lain variabel TP berpengaruh
signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil
dari alpha 5%. Artinya, TP tenaga kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan
untuk diterima dan dipekerjakan dalam lapangan pekerjaan.

b. Pengujian terhadap variabel Upah Minimum Regional (UMR)
Berdasarkan hasil regresi di atas, UMR mempunyai Zhitung (-1.56) < Ztanel (1.96). Nilai

probabilitas yang diperoleh variabel UMR sebesar 0.119 > o 0.05. Berarti keputusannya
adalah Hipotesis Ho diterima dan H ditolak atau dengan kata lain variabel UMR tidak
berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya
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lebih besar dari alpha 5%. Artinya, besaran UMR tidak memiliki dampak yang besar
terhadap jumlah tenaga kerja yang diterima atau dipekerjakan dalam lapangan pekerjaan.

c. Pengujian terhadap variabel Investasi (INV)
Berdasarkan hasil regresi di atas, INV mempunyai Zhitung (3.97) > Ztavel (1.96). Nilai

probabilitas yang diperoleh variabel INV sebesar 0.000 < o 0.05. Berarti keputusannya
adalah Hipotesis Ho ditolak dan Hz diterima atau dengan kata lain variabel INV berpengaruh
signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil
dari alpha 5%. Artinya, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri untuk proyek
pembangunan ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap PTK.

d. Pengujian terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan hasil regresi di atas, PDRB mempunyai Znitung (-10.74) < Ztanel (1.96). Nilai

probabilitas yang diperoleh variabel PDRB sebesar 0.000 < o 0.05. Berarti keputusannya
adalah Hipotesis Ho ditolak dan Hs diterima atau dengan kata lain variabel PDRB
berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya
lebih kecil dari alpha 5%. Artinya, tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang diukur
melalui PDRB memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan wilayah untuk menyerap
tenaga kerja.

e. Pengujian terhadap variabel Jumlah Unit Usaha (JUU)
Berdasarkan hasil regresi di atas, JUU mempunyai Zhitung (-3.90) < Ztaper (1.96). Nilai

probabilitas yang diperoleh variabel JUU sebesar 0.002 < o 0.05. Berarti keputusannya
adalah Hipotesis Ho ditolak dan Hs diterima atau dengan kata lain variabel JUU berpengaruh
signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil
dari alpha 5%. Artinya, jumlah usaha dalam suatu wilayah memiliki dampak besar terhadap
kemampuan wilayah untuk menyerap tenaga kerja.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Wald Chi (5) 148.31
Prob > Chi2 0.0000
Sig. 0.05

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa nilai Fhiwng (148.31) > Fravel (2.444174) dengan nilai
Prob > Chi2 sebesar 0.0000 < o 0.05 artinya secara statistik variabel bebas pada penelitian ini
yakni TP, UMR, INV, PDRB, dan JUU bersama-sama secara simultan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap PTK sebagai variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Keofisien Determinasi

Overall R-Squared 0.2594
Sumber: Hasil olah data Stata 17

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0.2594 atau
sejumlah 25.94% yang mampu menjelaskan pengaruh variabel bebas TP, UMR, INV, PDRB,
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dan JUU terhadap PTK sebagai variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 74.06% dapat
dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti RLS, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, PMDN, PMA,
Jumlah Produksi, IMK, IBS, Volume Penjualan, Jumlah Penduduk, Ekspor Daerah, dan lainnya.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan
Analisis Pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian menunjukkan bahwa TP berpengaruh signifikan positif terhadap PTK,
artinya kenaikan TP akan meningkatkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera dan sebaliknya. Pada
penelitian ini dibuktikan di salah satu Provinsi Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara
terjadi kenaikan dan penurunan TP selaras dengan yang terjadi pada PTK yang mengalami
kenaikan dan penurunan, kecuali di tahun 2020. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia
(LPI), pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung ekonomi pendidikan
sebesar Rp 612.2 triliun untuk melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan PTK melalui
pendidikan, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang jumlah penerimanya sekitar 2.3
juta jiwa di Provinsi Pulau Sumatera, revitalisasi pendidikan dengan program pelatihan kerja
secara gratis dengan banyaknya kejuruan, sistem magang dan sertifikasi yang bekerja sama
dengan perusahaan, pengembangan riset dan teknologi, serta program Asesman Nasional (AN)
oleh untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Bank Indonesia, 2022).

Hasil ini sejalan dengan teori human capital oleh Becker dalam (Safitri, 2020) bahwa
manusia bukan saja menjadi sumber daya tetapi sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas
angkatan kerja. Hasil ini sejalan dengan teori human capital oleh Becker dalam (Safitri, 2020)
bahwa manusia bukan saja menjadi sumber daya tetapi sebagai investasi dalam meningkatkan
kualitas angkatan kerja. Hasil ini didukung penelitian oleh (Rahmah & Juliannisa, 2022) yang
menemukan hasil bahwa TP memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PTK di Provinsi
Jawa Barat. PTK yang masuk ke lapangan kerja di Jawa Barat ini dilalui dengan pendidikan
tingkat tinggi yang naik sepanjang tahun 2017-2020.

Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian menunjukkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap PTK, artinya kenaikan UMR dapat menurunkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera. Hal
ini menandakan bahwa dengan kenaikan UMR tidak mampu menyerap tenaga kerja sehingga
diperlukan faktor lain yang dapat mendukung tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan
dalam menyerap tenaga kerja secara menyeluruh. Pada penelitian ini dibuktikan dengan keadaan
UMR yang terus mengalami peningkatan tetapi tidak mempengaruhi PTK yang masih keadaan
yang fluktuatif disetiap provinsinya. Menjadi contoh ketika UMR di tahun 2012 meningkat
secara keseluruhan, tetapi beberapa Provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan PTK
kecuali Provinsi Lampung yang mencapai 66.30% dan Kepulauan Riau sebesar 66.92%. Hal
tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor informal. Adapun penerapan
kebijakan UMR yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih ada
pihak pengusaha yang memberikan upah dibawah minimum seperti kejadian di Sumatera
Selatan (Elko, 2022) yang didukung dengan peraturan pemerintah UU Cipta Kerja untuk upah
minimum tidak memperhitungkan KHL, serta tidak diiringi dengan kebijakan lain yang
mendukung peningkatan PTK, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan kerja, dan
pemberian intensif untuk pengusaha yang menciptakan lapangan kerja.
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Hal ini tidak sejalan dengan teori John Maynard Keynes tentang hubungan upah dan
tenaga kerja yang menjelaskan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi akan
meningkatkan daya beli tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan konsumsi, serta keseimbangan pasar tenaga kerja. Namun, sejalan dengan teori
Neo-Klasik yang menekankan pada mekanisme pasar bebas dan menyakini harga upah
seharusnya ditentukan tanpa campur tangan pemerintah karena upah seharusnya mengikuti
hukum permintaan dan penawaran pada tingkat upah tertentu. Hasil ini didukung penelitian oleh
(Wulansari et al., 2021) bahwa UMR tidak berpengaruh terhadap PTK di Kabupaten Tuban dan
penelitian oleh (Anamathofani, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian serupa dikarenakan
Kota Malang punya lebih banyak penduduk yang bekerja pada pasar primer atau sektor formal
dibandingkat dengan yang bekerja di informal.

Analisis Pengaruh Variabel Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian menunjukkan bahwa INV berpengaruh signifikan positif terhadap PTK,
artinya kenaikan INV akan meningkatkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera dan sebaliknya.
Kenaikan 7 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera ini diikuti dengan PTK yang mengalami
peningkatan secara keseluruhan di tahun 2018. Artinya, kenaikan INV memberikan pengaruh
terhadap PTK di beberapa Provinsi Pulau Sumatera. Kenaikan INV di Pulau Sumatera tahun
2018 dikarenakan kenaikan pajak penghasilan yang dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk
yang bekerja di 7 Provinsi Pulau Sumatera tersebut dan membaiknya perdagangan global
dengan adanya kebijakan fiskal Amerika Serikat yang melonggar sehingga membuat investasi
meningkat. Adanya kebijakan transformasi aspek reformasi struktural, pemerintah daerah telah
melakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui UU Cipta Kerja.
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas pendukung,
dan intensif, serta kemudahan perizinan kepada investor. Kebijakan pembangunan KEK
diarahkan untuk menarik investasi dalam meningkatkan produktivitas industri, serta
pengembangan SDM di sekitar KEK untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. KEK di
Provinsi-Provinsi Sumatera telah beroperasi dan membantu penciptaan lapangan kerja, dimana
secara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terserap dengan hadirnya KEK adalah sekitar
86.273 jiwa di kuartal 111 tahun 2023 (Wisnubroto, 2023).

Hal ini sejalan dengan teori John Maynard Keynes, dimana Keynes mengembangkan
kebijakan fiskal terhadap investasi menggunakan konsep efek multiplier yang mengatakan
bahwa investasi dapat memicu peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat
meningkat, hal tersebut ditandai dengan produksi yang meningkat sehingga untuk memenuhi
produksi tersebut suatu perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja dan mengakibatkan PTK
mengalami peningkatan. Hasil juga didukung dengan penelitian oleh (Wahyudi et al., 2023)
yang menyatakan hasil bahwa investasi dengan PMDN dan PMA berpengaruh terhadap PTK di
Provisi Kalimantan Timur. Adapun penelitian oleh (Basuki & Lestari, 2022) hasil dari
penelitiannya disebutkan bahwa investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PTK di
Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

Analisis Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap
PTK, artinya kenaikan satu rupiah PDRB harga konstan akan menurunkan PTK di Provinsi
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Pulau Sumatera. Pada penelitian ini dibuktikan selama 13 tahun PDRB cenderung mengalami
peningkatan kecuali di tahun 2020 PDRB mengalami penurunan akibat fenomena pandemi,
namun PTK berfluktuasi. Kejadian di tahun 2012 membuktikan kenaikan PDRB menurunkan
PTK di Provinsi Pulau Sumatera kecuali PTK di Lampung dan Kepulauan Riau yang meningkat.
Kemudian, di tahun 2017 mengalami kejadian serupa dimana PDRB meningkat tetapi PTK
mengalami penurunan di Provinsi Pulau Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Utara dan Jambi.
Adapun pada tahun 2015, hanya di Provinsi Aceh PDRB mengalami penurunan menjadi
112665.27 Miliar Rupiah dengan PTK yang meningkat 63.44%. Implementasi yang dilakukan
pemerintah ternyata juga belum maksimal. Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, peningkatan
pembangunan infrastruktur belum berhasil membuat beberapa daerah di Sumatera mencapai
pertumbuhan ekonomi yang setara dengan PDB nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Hal ini tidak sejalan dengan Hukum Okun (Okun’s Law) yang dijelaskan oleh Mankiw
(2006) bahwa 1% penurunan pengangguran akan meningkatkan 2% PDB. Salah satu indikator
PDB adalah PDRB, artinya ketika PDRB meningkat maka tenaga kerja bertambah atau PTK
meningkat. Di dukung dengan pendapat Keynes tentang PDRB sebagai alat ukur pertumbuhan
ekonomi yang memperlihatkan proses permintaan agregat. Adapun penelitian oleh (Safitri,
2020) yang menyatakan hasil yang sama, dimana hubungan antara PDRB dan PTK memiliki
pengaruh yang signifikan negatif. Korelasi negatif ini dikarenakan semakin berkurangnya
perusahaan padat karya yang sebelumnya mendominasi di Pulau Jawa dan kemudian diganti
dengan perusahaan padat modal.

Analisis Pengaruh Variabel Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian menunjukkan bahwa JUU berpengaruh signifikan negatif terhadap PTK,
artinya bertambahnya JUU akan menurunkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera. Pada penelitian
ini dibuktikan keadaan JUU sempat mengalami penurunan di tahun 2015 akibat harga CPO yang
menurun tetapi rata-rata PTK sedikit mengalami kenaikan, kemudian di tahun 2017 di Provinsi
Pulau Sumatera mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi 2 Provinsi yaitu Provinsi
Jambi dan Sumatera Selatan mengalami penurunan JUU. Adapun, peningkatan upah minimum
menjadi alasan beberapa usaha mengurangi jumlah tenaga kerja karena perusahaan tidak dapat
lagi membayar upah yang tinggi tanpa menaikkan harga produk barang dan jasa yang
diproduksi, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Kemudian,
pemerintah daerah di Provinsi Pulau Sumatera telah melakukan dukungan perkembangan sektor
usaha melalui UU tentang Cipta Kerja yang membuat terobosan mempermudah perizinan usaha
dengan membentuk sistem pelayanan satu atap, memberikan modal bantuan, dan perlindungan
hukum bagi pelaku usaha agar mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun,
implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko yang sudah berjalan dua tahun terakhir
dinilai belum efektif karena masih banyak usaha yang belum terproses setelah mendaftarkan
usahanya.

Hal ini tidak sejalan dengan teori John Maynard Keynes yang mengatakan bahwa
industri ialah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan campur tangan
pemerintah yang mengatur perekonomian melalui peningkatan sektor industri sehingga dapat
memenuhi permintaan agregat dan akhirnya akan membutuhkan tenaga kerja. Teori yang
menjelaskan hasil penelitian ini adalah teori inovasi oleh Joseph Schumpeter yang membahas
konsep kreativitas perusahaan dan peran inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Schumpeter berpendapat tentang perubahan ekonomi yang dipicu oleh inovasi. Penelitian oleh
(Saputra et al., 2022) mendukung hasil penelitian ini, dimana JUU memiliki hubungan negatif
signifikan terhadap PTK di Provinsi Sumatera Barat pada sektor IBS. Hal ini terjadi karena
proses produksi perusahaan manufaktur di Sumbar masih padat modal dan lebih sering
menggunakan alat berat daripada manusia.

5.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni:

a.

Tingkat Pendidikan (TP) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan TP akan menyebabkan kenaikan
pula pada PTK di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan setiap tamatan jenjang
pendidikan antara SMP-Universitas mempengaruhi bagaimana tenaga kerja itu sendiri
dapat masuk ke lapangan pekerjaan sehingga sejalan dengan teori human capital dan
Keynes.

Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa UMR belum memberikan
pengaruh yang nyata terhadap PTK di Pulau Sumatera diakibatkan karena Pulau
Sumatera memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan lapangan pekerjaan yang
terbatas dan persaingan yang ketat membuat para pemilik usaha menekan biaya produksi
termasuk biaya tenaga kerja sehingga tidak sejalan dengan teori Keynes.

Investasi (INV) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
(PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan INV akan meningkatkan PTK di Pulau
Sumatera dikarenakan realisasi atas investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan
perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dari daya beli konsumen atas
suatu barang dan jasa, serta sejalan dengan teori yang Keynes.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan negatif terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sehingga tidak sejalan dengan Okun’s Law dan
pendapat Keynes. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB menyebabkan
penurunan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan PDRB yang tinggi tidak diiringi dengan
SDM yang berkualitas serta ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memenuhi
kebutuhan kualitas pelayanan, serta tingkat ruralisasi di Pulau Sumatera.

Jumlah Unit Usaha (JUU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja (PTK). Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan JUU menyebabkan penurunan
PTK di Pulau Sumatera dikarenakan kebanyakan usaha bergerak meningkatkan mesin
dan teknologi sebagai persaingan kualitas produksinya sehingga dilakukan pengurangan
tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera sehingga sejalan dengan teori Schumpeter.

Adapun saran yang diberikan diantaranya:

a.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data penelitian dalam rentang
waktu yang lebih panjang dengan objek penelitian yang lebih luas sehingga tidak hanya
terfokus pada beberapa wilayah tertentu dalam melakukan penelitian dan memberikan
pengaruh yang lebih baik.

Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengatasi PTK di Pulau Sumatera dengan
menyediakan lapangan kerja baru maupun meningkatkan lapangan pekerjaan yang sudah
ada agar seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja dan masalah
tenaga kerja dapat segera teratasi.
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c. Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan dalam UU Cipta Kerja yang
sudah berganti beberapa kali dan terakhir menjadi UU No. 6 Tahun 2023 pada awal
tahun kemarin, namun melihat catatan yang dihasilkan dengan UU tersebut perlu adanya
pengembangan yang terus dilanjutkan untuk menggunakan tenaga kerja secara
menyeluruh dan sejahtera seperti memasukkan formula KHL dalam perhitungan upah.

d. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan
produktivitas dengan menyempurnakan kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan
daya dukung lingkungan, serta juga menyeimbangkan pendapatan dengan harga
konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja
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